Reformasi Politik,
Demokrasi,
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Bagaimana kita harus menjelaskan mengapa
sumpah pemuda yang kita lakukan tujuh
puluh tahun lalu kini menjadi sumpah serapah
dan caci-maki, teror dan kekerasan, penjarahan
dan kekacauan di mana-mana nyaris di seluruh
sudut bumi Indonesia, justru ketika kita se-
makin yakin bahwa tujuan satu bangsa, satu
bahasa, dan satu tanah air yang dumpikan oleh
kaum muda kita kala itu telah menjadi kenya-
taan? Mengapa pemusatan kekuasaan sangat
besar di tangan negara seperti yang dituntut
oleh konsep negara integralistis dan para pen-
diri republik ini ternyata tidak dapat menjadi
bangunan dasar yang kokoh bagi integrasi
bangsa yang mereka dambakan? Mengapa fun-
damental ekonomi, politik, dan kebudayaan
yang dengan susah payah telah berhasil kita
bangun selama Iebih dan tiga puluh tahun
pemerintahan Orde Baru di dalam semangat
persatuan dan kesatuan bangsa tiba-tiba saja
telah runtuh tidak berdaya menyangga tuntut-
an demokratisasi dan integrasi bangsa? Ke
mana arah perkembangan masyarakat Indo-
nesia kini sedang bergerak di era reformasi?
- Runtuhnya otoritas negara dan terjadinya
spiral konflik etnik, agama, ras, kelas, keluarga,
dan warganegara menuju disintegrasi bangsa?
Atau, pembentukkan struktur-struktur, institusi-
institusi, dan nilai-nilai atau standar-standar
kehidupan baru yang akan menjadi dasar bagi
terwujudnya integrasi masyarakat Indonesia yang
lebih kokoh, madani dan demokratis? Apa saja
syarat-syarat yang harus kita miliki untuk mem-
berikan jaminan agar gerakan reformasi yang
sedang kita lakukan berhasil membawa kita
keluar dari carut-marut kemelut nasional yang
sedang kita hadapi saat ini menuju arah perkem-
bangan yang kedua: terbentuknya struktur-
struktur, institusi-institusi, nilai-nilai atau standar-
standar kehidupan baru yang akan menjadi
landasan bagi integrasi masyarakat Indonesia
yang lebih kokoh, madani, dan demokratis?
Itulah beberapa pertanyaan sangat mendasar
yang perlu kita cermati jikalau kita benar-benar
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ingin menemukan jalan keluar dari krisis besar
yang sedang kita hadapi saat ini. Kendati dem:-
kian tulisan ini tidak memiliki pretensi untuk
dapat menjawab semua pertanyaan itu secars
tuntas, apalagi mendalam. Sebaliknya, yang ingin
disajikan melalui tulisan ini tidaklah Iebih dari-
pada suatu pembahasan awal untuk melakukan
identifikasi isu-isu paling kritis yang perlu dipa-
hami untuk melakukan semua itu. Dimula:
dengan penyajian pokok bahasan tentang genesis
dan karakter sistem politik dan ekonomi Indone-
sia di bawah Orde Baru segera sesudah penyajian
pengantar tulisan ini, berturut-turut akan disaji-
kan pembahasan tentang “korporatisme negara
(state corporatism), royalisme demokratis”, dan
“romanisasi” hukum nasional dan masyarakat
Indonesia sebagai instrumen-instrumen untuk
membangun otoriterianisme birokratis sistem
politik Orde Baru; “politik bahasa” sebagai instru-
men hegemoni ideologi, matinya komunitas po-
litik dan lemahnya fundamental ekonomi yang
mendasari terjadinya krisis nasional multifaset
dan multilevel di balik terbentuknya persatuan
dan kesatuan bangsa yang bersifat semu; dan
reformasi politik, demokrasi, dan integrasi nasi-
onal; sebelum seluruh penyajian ini akan ditutup
dengan pembahasan tentang pentingnya pene-
muan kembali pluralisme, lokalisme, dan komu-
nitas sebagai prasyarat atau prakondisi sosial bag
keberhasilan reformasi politik dan transisi demo-
kratis menuju integrasi nasional masyarakat In-
donesia yang lebih kokoh.

Genesis Sistem Politik dan Ekonomi
Orde Baru

Untuk melihat dengan lebih seksama ka-
rakter krisis nasional yang sedang kita hadapi saat
ini, yang di atas permukaan terutama menam-
pakkan pengungkapannya dalam bentuk krisis
ekonomi dan politik, kita perlu memahami
dengan benar genesis dan karakter perkem-
bangan sistem politik dan ekonomi Orde Baru
yang semakin lama semakin menampakkan
karakternya sebagai sistem kapitalisme yang
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berwajah buruk. Genesis dan karakfer perkem-
bangan sistem kapitalisme Orde Baru yang
demikian pertama-tama dan terutama perlu
dipahami sebagai konsekuensi dan memperoleh
energinya dari perubahan-perubahan sangat
mendasar yang terjadi pada tingkat nasional dan
pada tingkat global sejak akhir dasawarsa 1960-
an. Pada tingkat nasional, energi itu terutama
bersumber di dalam trauma politik yang ditim-
bulkan oleh krisis ekonomi di penghujung era
Orde Lama yang antara lain ditandai oleh tingkat
inflasi yang mencapai 650 persen dan krisis politik
yang di mata elit politik Orde Baru mereka
anggap bersumber di dalam sistem kepartaian
yang penuh konflik. Pada tingkat global, energi
itu diperoleh dari munculnya “Sistem Pembagian
Kerja Internasional Baru” sejak tahun 1970-an,
yang secara kebetulan terjadi pada waktu yang
hampir bersamaan ketika sistem politik dan
ekonomi Orde Baru sedang mulai menapakkan
kaki-kakinya yang pertama. Fenomena yang
terjadi di dalam hubungan-hublmgan produksi
dan pertukaran internasional sebagal akibat dari

terus menurunnya pertumbuhan ekonomi dan

stagnasi industrial dan perubahan-perubahan

pola akumulasi, transfer, dan investasj kapital di

nNegara-negara maju itu, seperti sudah sering saya

kemukakan di berbagai kesempatan, terutama

mengungkapkan dirinya di dalam bentuk “indus-

trial redeployment”: yakni, pengalihan atau relokasi
proses produksi industri-industri dan negara-

negara maju ke negara-negara Dunia Ketiga, tidak
terkecuali Indonesia (lihat, a.1., Wolf, 1986: 11; dan
Nasikun, 1993:11-12).

Hasilnya adalah suatu jenis kapitalisme yang
sangat unik, suatu bentuk kapitalisme yang oleh
Kunio (1988) disebut senagai “kapitalisme semu”
lerzats capitalism), oleh Tornquist (1990) sebagai
“kapitalisme rente” (rent capitalism), dan oleh se-
mentara ahli yang lain disebut sebagai “kapita-
lisme perkoncoan” (crony capitalism), yang me-
ngawinkan watak-watak paling dasar dari dua
sistem ekonomi yang di dalam analisa Kari Marx
merupakan dua tahap dari perkembangan suatu
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masyarakat: yakni, sistem kapitalisme dan
feodalisme. Yang pertama meliputi beberapa
watak umum dari kapitalisme: yakni, kecende-
rungannya untuk terus melakukan eksploitasi,
akumulasi, dan ekspansi kapital di atas kesen-
jangan bangunan struktur pemilikan alat-alat
produksi dan distribusi pendapatan, untuk me-
nyebut tiga di antaranya yang paling penting.
Yang kedua berupa kecenderungannya untuk
mengungkapkan dirinya dan melakukan semua
itu di dalam kerangka suatu sistem ekonomi yang
bekerja melalui koalisi antara kekuatan kapital
dan kekuasaan politik yangdi dalam karakternya
yang paling mendasar sangat bersifat feodalistis.

Seperti yang terjadi di dalam tahap awal

perkembangan kapitalisme di negara-negara
maju, proses eksploitasi, akumulasi, dan ekspansi
kapital di dalam proses perkembangan kapita-
lisme di Indonesia terjadi pada dua tingkat. Pada
tingkat pertama, melalui proses “agricultural
squeze” sektor pertanian dieksploitasi untuk me-
nyediakan dua hal sangat penting berikut bagi
perkembangan industri: komoditi pangan dan
tenaga kerja buruh yang murah. Pada tingkat
yang kedua, melalui pembangunan korporatisme
negara, semua organisasi sosial dengan sangat
efektif telah berhasil dikendalikan oleh negara,
sementara harga bahan pangan dan upah buruh
dipertahankan pada tingkat yang rendah untuk
mendukung pertumbuhan industri nasional
sebagai basis legitimasi rejim dan sistem politik
Orde Baru di mata kelas para pemilik modal dan
kelas menengah yang sedang tumbubh.

Di dalam melakukan keduanya, di bawah
dukungan fundamental ekonomi yang sangat
lemah, sistem ekonomi Orde Baru harus dibangun
di bawah dukungan sistem politik “birokratis-
otoriterian” yang sangat kuat ditandai oleh
konsentrasi kekuasaan dan Ppartisipasi di dalam
pembuatan keputusan-keputusan nasional
hampir sepenuhnya berada di tangan penguasa
negara di bawah pimpinan suatu tripartit kelom-
pok militer, kaum cerdik cendekia (kaum “tekno-
krat”), dan kelompok wiraswastawan
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oligopolistik yang bersama- i
sama dengan pemerintah
bekerjasama dengan ma-
syarakat bisnis interna-
sional (lihat Mohtar
Mas’oed, 1993). Demikian
solid dan kokohnya struk-
tur dan mekanisme kerja
tripartit yang mengenda-
likan sistem politik Orde
Baru, dengan dukungan
peran sangat dominan dari
suatu sistem keamanan
(survellance system) pada tingkat nasional, re-
gional, dan lokal dan kuatnya posisi kantor
presiden, sehingga William Liddle (dalam Uhim,
1995: 74) menggambarkan sistem politik Orde
Baru nyaris bekerja menyerupai bekerjanya sistem
politik Uni Soviet sebelum kejatuhannya. Di
dalam sistem politik Orde Baru yang demikian,
demikian lebih lanjut menurut Liddle, di dalam
banyak hal posisi militer bekerja menyerupai
posisi dan peran Partai Komunis Uni Soviet
(PKUS) sementara posisi presiden mendekati
posisi Sekretaris Jendral Partai. Yang membeda-
kan keduanya hanyalah kenyataan bahwa sejak
kelahirannya menyusul revolusi Bolsewik tahun
1917 kedudukan Sekretaris Jendral Partai Ko-
munis Uni Soviet tidak hanya dipegang oleh satu
orang, sementara selama lebih dari tiga dasawarsa
kedudukan presiden Republik Indonesia di
bawah rejim Orde Baru hanya berada di tangan
satu orang.

Korporatisme Negara dan
Royalisme Demokratis

Untuk menjamin kesinambungan mekanisme
rekrutmen dan sirkulasi elit serta legitimasi
bangunan kekuasaannya, sistem politik dan
ekonomi Orde Baru masih dilengkapi dengan
korporatisasi kehidupan masyarakat melalui
pembentukan organisasi-organisasi korporatis
hampir di semua dimensi dan sektor kehidupam
masyarakat sebagai instrumen mobililisasi
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... di bawah dukungan fundamental
ekonomi yang sangat lemah,
sistem ekonomi Orde Baru harus
dibangun di bawah dukungan
sistem politik “birokratis-
otoriterian” yang sangat kuat
ditandai oleh konsentrasi
kekuasaan dan partisipasi:
kelompok militer, kaum cerdik
cendekia dan wiraswastawan

legimimasi politik dan
rekrutmen elit
politik Orde Baru (baca,
a.l. King, 19: Mohtar
Mas’oed, 1992; dan
Hikam, 1996). Premis
dasar yang melandasinya
adalah penolakan pan-
dangan liberal bahwa per-
bedaan-perbedaan kelas
dapat dipecahkan melalui
pelembagaan
konflik antara berbagai

kelompok dan perwakilan mereka. Menurut
premis ini, korporatisme pada dasarnya meru-
pakan perwujudan dan upaya untuk menekan
pertentangan-pertentangan kelas atau kelompok
kepentingan melalui pembentukan organisasi-
organisasi korporatis untuk mencapai dua buah
tujuan berikut: (1) untuk memelihara harmoni,
solidaritas, dan kerjasama di dalam hubungan
antara penguasa negara dan massa rakyat; dan
(2), untuk menciptakan iklim yang memung-
kinkan penguasa negara memiliki pengaruh yang
langsung dan besar di dalam proses politik.

Keduanya dicapai dengan cara melakukan
kombinasi antara pembukaan arena kehidupan
politik hanya bagi lapisan elit masyarakat di
lingkungan para pendukung kekuasaan negara
(baca: GOL~R) dan demobilisasi politik massa
yang dilegitimasikan melalui ideologisasi konsep
“negara integralistis” yang mengandaikan tiada-
nya konflik antara kepentingan negara dan ke-
pentingan kelompok dan/atau kelas, dan melalui
berkembangnya “royalisme demokratis”, suatu
terminologi yang saya pinjam dari Robert Nisbet
(1979: 17-36) untuk menggambarkan terjadinya
pemusatan kekuasaan negara di tangan kantor
presiden sebaga representasi dari kedaulatan
rakyat dan demokrasi yang di dalam konteks
Indonesia secara formal diberikan kepadanya me-
lalui mandat Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR). Ditambah dengan dukungan suatu “sis-
tem keamanan nasional” (national survellance sys-
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tem) melalui pembentukan lembaga Kopkamtib
(kini Bakostranas) dan selurih jaringan organisasi
teritonal Angkatan Bersenjata Republik Indone-
sia (ABRI) sebagai institusi transpolitik, keduanya
telah membuat kekuasaan negara di tangan
presiden di bawah sistem politik Orde Baru nyaris
tidak terbatas di hadapan meningkatnya apa yang
dapat disebut sebagai, sekali lagi meminjam
terminologi Nisbet, “the nemesis of politicall
communitiess” melalui pembunuhan lembaga-
lembaga dan institusi-institusi yang berfungsi
mengantarai hubungan antara negara dan rakyat
Kematian mereka dipermudah oleh penggunaan
politik bahasa oleh penguasa Orde Baru yang,
melalui penggunaan “eufemisme” dan “stigma-
tisasi”, secara sangat sistematis dilakukan untuk
memperkuat kesenjangan kekuasaan antara ne-
gara dan rakyat. Sebagaimana kita ketahui, eufe-
misme dipergunakan untuk menyembunyikan
pelanggaran dan penyerangan terhadap keda-
ulatan rakyat yang dilakukan oleh negara dan
dengan demikian melestarikan dan menguatkan
kekuasaan negara, sementara sti gmatisasi diper-
gunakan secara sistematis untuk menyudutkan
posisi rakyat yang menggunakan kedaulatannya
untuk menuntut hak-haknya dan dengan demi-
kKian melemahkan posisi dan kekuasaan mereka.
Tidak mengherankan oleh karenanya jikalau
yang terjadi semakin nyata di hadapan mata
publik memasuki akhir era pemerintahan Orde
Baru adalah semakin menurunnya kredibilitas
negara oleh semakin meningkatnya keyakinan
publik bahwa suatu kesalahan sangat serius telah
terjadi di dalam tubuh pemerintahan dan masya-
rakat kita; bahwa semakin banyak tokoh politik
oertindak hanya bagi kepentingan pribadi mereka
sendiri, bukan bagi kepentingan rakyat yang
mereka wakili; dan bahwa meskipun program-
program pembangunan semakin banyak dila-
kukan pemerintah dengan dana yang sangat
Sesar, kesenjangan sosial-ekonomi terus ber-
kembang semakin melebar. Meminjam ungkapan
Robert Nisbet (Tbid., hal 16) yang lebih keras, yang
‘erjadi semakin transparan di hadapan mata
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Kematian mereka dipermudah oleh
penggunaan politik bahasa oleh
penguasa Orde Baru yang, melalui
eufemisme dan stigmatisasi secara
sistematis dilakukan untuk memperkuat
kesenjangan kekuasaan antara negara
dan rakyat. .... demikian melestarikan
dan menguatkan kekuasaan negara,
Sementara stigmatisasi dipergunakan
secara sistematis untuk menyudutkan

publik selama lebih dan tiga dasawarsa di bawah
era pemerintahan Orde Baru adalah bahwa “seni
memerintah” (the art of governing) semakin
berkembang menjadi “seni untuk menipu” (the art
of deceiving) rakyat di dalam skala yang semakin
besar. Korporatisasi lembagalembaga sosial,
ekonomi, dan kebudayaan, tidak terkecualj uni-
versitas, pers dan organisasi profesi, yang sering
kali dianggap sebagai benteng terakhir bagi
perlindungan kepentingan-kepentingan rakyat,
telah membuat rakyat semakin tidak berdaya di
hadapan kekuasaan negara yang semakin meraja.
Partai-partai politik, yang seharusnya memain-
kankan fungsi dan peran mereka sebaga perantara
bagi artikulasi dan agregasi kepentingan-kepen-
tingan rakyat, terutama sebagai akibat dari pe-
laksanaan kebijakan “massa mengambang” (float-
ing mass) juga semakin teralienasi dari konsti-
tuensi mereka jikalau tidak boleh dikatakan se-

makin tidak berakar di dalam kehidupan ma-
syarakat.

Romanisasi Hukum Nasional dan
Matinya Komunitas Politik

Pada tingkat legal konstitusional, sistem
politik dan ekonomi Orde Baru bekerja di atas
konstitusi yang sangat sarat memuat apa yang
dapat disebut, sekali lagi meminjam ungkapan
Nisbet (Tbid., hal.: 166-176), sebagai prinsip-
prinsip dasar hukum Romawi dan keseluruhan
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pandangan tentang masyarakat yang terkandung
di dalamnya, yang pada dasarnya merupakan
prinsip-prinsip dasar hukum dari suatu negara
militer yang sangat sentralistis. Dari mana koinsi-
densi itu berasal tidak satu dokumen pun, sejauh
yang saya ketahui, pernah menjelaskannya. Oleh
karena itu hanya melalul suatu “dugaan cerdik”
(inteligent hint) kita dapat mendekatinya. Paling
sedikit terdapat dua alasan sangat penting yang
dapat kita duga menjadi sumber dari koinsidensi
yang saya maksudkan. Pertama, sebagaimana kita
ketahui bersama, konstitusi yang menjadi lan-
dasan dan sistem politik dan ekonomi Orde Baru
disusun sebagai buah dan pemahaman para pen-
diri negara kita akan sistem hukum yang dianut
oleh negara-negara Eropah, yang pada gilirannya
memiliki sumbernya di dalam kodifikasi prinsip-
prinsip hukum Romawi. Kedua, seperti halnya
akomodasi prinsip-prinsip hukum Romawi me-
nawarkan “appeal” bagi para pendiri negara-
negara Eropah yang harus menghadapi ancaman
disintegrasi oleh pluralisme masyarakat yang
mereka hadapi, akomodasi prinsip-prinsip hu-
kum Eropah ke dalam hukum nasional kita juga
memberikan tawaran yang sama bagi para pen-
diri negara Republik Indonesia kala itu yang
harus menghadapi ancaman disintegrasi yang
sama oleh pluralisme masyarakat Indonesia.
Tawaran yang dimaksud berada sangat men-
dasar di dalam tiga prinsip dasar hukum Romawi
sebagaimana yang dikodifikasikan sejak abad ke
6 di dalam Corpus Juris Civilis atas perintah kaisar
Justinian (Ibid., hal. 169-171): (1) ide tentang “ke-
daulatan” (the idea of the sovereign), yang mem-
berikan kekuasaan kepada negara di hadapan
pluralisme masyarakat; (2) doktrin tentang “kon-
sesi” (the doctrine of concession), yang menolak
eksistensi legal semua kelompok betapa pun kuat-
nya mereka berakar di dalam sejarah dan tradisi,
kecuali eksistensinya sudah diberi pengakuan
oleh “the sovereign”; dan (3) konsep tentang
“perjanjian sosial” (the concept of social contract),
terutama di dalam kehidupan ekonomi dan sipil,
yang memberikan keabsyahan hubungan eko-
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nomi dan sipil warga negara hanya sejauh hukum

negara mengesahkannya. Ketiganya menghasil-

kan posisi dan kekuasaan negara dan rakyat di
dalam sistem politik dan ekonomi Orde Baru ber-
hadapan semakin tajam melalui polarisasi konsep
“supreme rights” di bawah pemilikan dan pengu-
asaan negara (public ownership) dan “common
rights” di bawah pemilikan dan penguasaan indi-
vidu (private ownership).

Tidak terlalu sulit untuk dipahami, oleh kare-
nanya, jikalau aplikasi dan prinsip-prinsip hukum
Romawi ke dalam sistem hukum nasional kita
selama ini telah mengukuhkan operasi kekuasaan
negara di hadapan posisi yang semakin lemah
dari institusi-institusi tradisional seperti keluarga,
komunitas ketetanggaan, suku bangsa, dan agama
sebagai akar-akar kebudayaan dari eksistensi
kehidupan komunitas politik di Indonesia. Ironis-
nya, dislokasi institusi-institusi keluarga, komu-
nitas ketetanggaan, suku-bangsa, dan agama
terjadi ketika institusi-institusi sosial modern
seperti sekolah, komunitas dunia kerja, dan insti-
tusi-institusi modern lain yang diharapkan dapat
menggantikannya sebaga akar-akar kebudayaan
baru bagi komunitas politik juga tidak berdaya
sebagai akibat dari korporatisasi nyaris semua
jenis dan bentuk organisasi sosial, budaya, eko-
nomi, dan politik.

Demikian dahsyatnya “serangan” yang dila-
kukan oleh kekuasaan negara terhadap seluruh
sendi kehidupan politik sepanjang era Orde Baru,
sehingga yang sedang kita saksikan terjadi di
Indonesia saat ini adalah krisis nasional multifaset
dan multilevel sebagaimana ditandai oleh hal-hal
berikut: (1) semakin lemahnya pola hubungan-
hubungan sosial “beta” (baca: pola hubungan
sosial primer atau geminschaft) oleh semakin
kuatnya pola hubungan-hubungan sosial “alpha”
(sekunder atau geselschaft), yang pada gilirannya
telah menyebabkan semakin lemahnya fokus
interaksi sosial pada “hak-hak dan tanggung-
jawab timbal balik” (yang merupakan campuran
antara orientasi egoistis dan altruisme), oleh
semakin kuatnya orientasi egoistis yang selalu
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Demikian dahsyatnya “serangan”
yang dilakukan oleh kekuasaan
negara terhadap seluruh

sendi kehidupan politik sepanjang
era Orde Baru, sehingga yang sedang
kita saksikan terjadi di Indonesia saat
ini adalah krisis nas:ona:‘

mnmnnrl-nnvn an “mana hao—in sava”; !'9\ me-

ioaiipies aidTl =i Saya

mngkatnya korup51 dan mampuiabl kekuasaa_n
pada berbaga jenjang hirarkhi organisasi, yang
pada dasarnya merupakan suatu cara untuk
menggunakan berbagai jenis dan bentuk organi-
sasi bag kepentingan-kepentingan egoistis pada
tingkat pribadi atau kelompok; (3) semakin me-
ningkatnya mobilitas individu “keluar dari” dan
“masuk ke dalam” organisasi tanpa komitmen
moral yang kuat sebagai akibat dari mening-
katnya peranan dan makna kehidupan pribadji;
dan (4) sebagai konsekuensi dari semuanya,
meningkatnya kekerasan oleh hilangnya kekuatan
norma-norma sosial yang mampu menghalangi
individu keluar dari dan meninggalkan komitmen
moral terhadap orang lain dan terhadap masya-
rakat, pendek kata hilangnya “homo res sacra
hominibus”.

Pada saat yang sama, lambat akan tetapi
pasti, semua itu sebaliknya telah menjadi sumber
dan terjadinya proses pembusukan sistem politik
Orde Baru sampai ke tingkat yang tidak mungkin
lagi mendukung pelestarian dirinya sendiri. Dan
ketika pada akhirnya negara kehilangan legiti-
masi kekuasaannya, oleh karena krisis nasional
multifaset dan multilevel yang dihasilkannya,
semua itu dengan mudah telah mengundang
terjadinya reaksi balik masyarakat berupa tindak
kekerasan terhadap apa dan siapa saja yang dapat
dianggap sebagai representasi kekuasaan negara.
Itulah sebenarnya yang bekerja di belakang
maraknya tindak kekerasan dan kerusuhan
massal yang terjadi di mana-mana di seluruh
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Indonesia akhir-akhir ini menyusul jatuhnya
pemerintahan Suharto. Itulah pula yang telah
menjadi sebab mengapa himbauan moral dan
bahkan penggunaan instrumen kekerasan oleh
aparat keamanan tidak lag efektif mengendalikan
maraknya tindak kekerasan dan kerusuhan
massal yang semakin merambah kota-kota me-
nengah dan kecil di mana-mana di seluruh Indo-
nesia akhir-akhir ini.

Dengan perkataan lain, maraknya tindak
kekerasan dan kerusuhan massal yang terjadi di
mana-mana di seluruh Indonesia akhir-akhir ini
dapat dipahami sebagai “perlawanan balik”
terhadap teror, kekerasan, dan ketidakadilan yang
dilakukan oleh negara ketika sebaga akibat dari
proses “pembusukan” sistem politik Orde Baru
dan krisis nasional yang ditimbulkannya telan
membuat kekuasaan negara mengalami delegi-
timasi. Atau, meminjam ungkapan Kiffrie (1995:
2), meluasnya tindak kekerasan dan kerusuhan
massal di seluruh Indonesia akhir-akhir ini, yang
di atas permukaan tampaknya terjadi pada
tingkat antarpribadi atau antarkelompok, se-
sungguhnya memiliki sumber yang Iebih men-
dasar di dalam muncuinya kekuatan-kekuatan
sentrifugal dan kebangkitan kekuatan-kekuatan
sektarian. Meminjam ungkapan Nisbet, kita
bahkan dapat memahaminya sebagai “perla-
wanan” atau “perang melawan otoritas negara”
(war against authority of the state), yang secara
horisontal diproyeksikan ke dalam bentuk per-
lawanan atau perang melawan kelompok-ke-
lompok masyarakat yang dianggap sebagai ke-
panjangan dan tangan-tangan kekuasaan negara.

Reformasi Politik, Demokrasi,
dan Integrasi Nasional

Bagaimana benang kusut semua itu harus
diurai untuk menemukan solusi menuju integrasi
Baru masyarakat Indonesia yang lebih kokoh?
Kembalinya otoriterianisme Orde Baru seperti
yang dikhawatirkan oleh banyak orang akhir-
akhir ini? Mimpikah para mahasiswa ketika mela-
lui gerakan reformasi yang berhasil menjatuhkan




kepemimpinan Suharto mereka berharap dapat
menemukan solusinya di dalam transisi demo-
kratis? Tidak tersedia cukup alasan kah untuk
menemukan solusi dari krisis nasional yang
sedang kita alami saat in di dalam transisi demo-
kratis? Kendati aktualisasinya masih sangat
tergantung pada perkembangan sitsuasi politik
yang akan terjadi menjelang dan sesudah Pemilu
yang akan datang, paling sedikit sejauh yang
dapat saya pahami, di hadapan kita masih ter-
dapat cukup alasan untuk memiliki optimisme
bahwa solusi dan krisis nasional yang sedang kita
alami saat in dapat ditemukan di dalam transisi
demokratis.

Meskipun transisi menuju demokrasi tidak
pernah berjalan lurns dan menuntut bekerjanya
banyak faktor, saya percaya bahwa optimisme
untuk menemukan solusi atas krisis nasional yang
sedang kita alami saat ini di dalam transisi demo-
kratis bukan merupakan sebuah mimpi. Paling
sedikit saya melihat rasionalnya di dalam telah
hadirnya tiga dari empat syarat yang diperlukan
bag terjadinya suatu transisi demokratis seperti
yang dimaksudkan Rustow (1970: 237-263). Syarat
pertama bagi terjadinya transisi demokratis,
berupa kesadaran akan pentingnya persatuan
nasional (baca: persatuan dan kesatuan bangsa),
menurut hemat saya sudah lama kita miliki. Jelas
bukan persatuan nasional superfisial seperti yang
dibangun selama era Orde Baru melalui sentra-
lisasi kekuasaan di tangan negara, melainkan
persatuan nasional yang dibangun di atas
kekuasaan kedaulatan rakyat. Tentu saja bukan
persatuan nasional yang direkayasa di atas
bekerjanya “royalisme demokratis” dan struktur-
struktur dan institusi-institusi transpolitik,
melainkan persatuan nasional yang “silently taken
for granted” diterima oleh seluruh komponen
bangsa di atas dukungan bekerjanya struktur-
struktur dan institusi-institusi demokratis
(Rustow, Ibid., 351). Di atas persatuan nasional
yang demikian itu lah sebagai suatu sistem
pemerintahan oleh mayoritas komponen bangsa
yang bersifat sementara, dan yang kebijakan-

kebijakannya dapat berubah sesuai dengan
perubahan konfigurasi dukungan mereka, demo-
krasi akan memberikan jaminan bagi berkem-
bangnya stabilitas nasional nasional yang dina-
mis. Di atas persatuan nasional yang demikian itu
lah, transisi demokratis akan memberikan
jaminan pedindungan bagi kepentingan-kepen-
tingan seluruh bangsa.

Alasan kedua bagi optimisme untuk mene-
mukan solusi atas krisis yang sedang kita alami
saat ini di dalam proses transisi demokratis kita
temukan di dalam kenyataan bahwa sejauh mi
bangunan struktur bawah masyarakat Indonesia
di dalam esensinya masih merupakan suatu
struktur pemilahan sosial yang “merajut” (cross-
cutting social cleavages) di atas interseksi sejumlah
parameter struktur sosial (intersecting parameters -
of social structure), kendati sebagai akibat dan
perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang era
Orde Baru di beberapa daerah dan sektor kehi-
dupan struktur bawah masyarakat Indonesia
mulai dikuasai oleh berkembangnya struktur
“pemilahan sosial yang menumpuk” (ovedapping
social cleavages) di atas konsolidasi sejumlah pa-
rameter struktur sos ial (consolidating parameters
of social structure). Rustow mel ihat pentingnya
syarat ini bagi transisi demokratis oleh karena
menurutnya hanya di atas struktur bawah ma-
syarakat yang demikian, sistem demokrasi mem-
berikan jaminan bahwa akses pada dan pengen-
dalian atas kekuasaan negara terbuka bagi semua
kelompok masyarakat.

Lebih dan itu, struktur bawah masyarakat
Indonesia yang merajut telah memberikan
peluang dan jaminan bahwa konflik-konflik yang
terjadi di antara berbagai kekuatan atau kelompok
masyarakat akan senantiasa teriaga pada skala
dan “magnitude” yang terkendali. Jikalau di atas
permukaan banyak di antara insiden kekerasan
dan kerusuhan massal yang terjadi di mana-mana
di seluruh Indonesia akhir-akhir ini tampaknya
bersumber di dalam konsolidasi berbagai para-
meter struktur sosial, sumber mereka yang Iebih
mendasar berakar di dalam tindak kekerasan dan
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perlakuan tidak adil kekuasaan negara melalui
;e‘oi_iakan-kebi}akan yang secara langsung atau
fidak langsung menguntungkan suatu kelompok
masyarakat dan merugikan kelampok masyarakat
yang lain. Dengan kata lain, meskipun pada
penglihatan pertama maraknya insiden kekerasan
4an kerusuhan massal yang terjadi di berbagai
4aerah tampaknya persumber di dalam pemilah-
an sosial yang “menumpuk” di atas terjadinya
ronsolidasi berbagai parameter struktur sosial,
Lkan tetapi analisa lebih seksama akan membuk-
+kan bahwa sumber lebih mendasar dan semua
itu sebenarnya perakar di dalam kebijakan-kebi-
.akan pembangunan yang diskriminatif: yang
lebih menguntungkan suatu kelompok masya-
—kat dan sebaliknya merugikan kelompok ma-
syarakat yang Jain. Tidak mengherankan jikalau
~erbagai insiden kekerasan dan kerusuhan massal
vang teriadi di banyak daerah pada umumnya
merupakan pengungkapan kemarahan kelompok
masyarakat terhadap kekuasaan negara yang
diproyeksikan pada kelompok masyarakat lain
vang dianggap menjadi kepanjangan tangan-
tangan kekuasaan negara. Indikasi dan semua itu
ampak sangat jelas dan kenyataan pbahwa sasaran
3an tindak kekerasan dan kerusuhan itu pada
smumnya lebih panyak ditujukan pada obyek-
sbyek yang dapat dianggap sebagal simbol dan
¢ehadiran kekuasaan negara: seperti fasilitas
amum, bangunan, dan barang-barang milik
negara dan milik kelompok masyarakat yang
dianggap sebagai kepanjangan tangan-tangan
Lekuasaan negara.

Syarat yang ketiga dan optimisme solusi
- ansisi demokratis, meskipun belum benar-benar
~adir aktual di hadapan kita di dalam bentuk apa
yang disebut Rustow (Tbid., hal: 355) sebagal
keputusan untuk membangun dan melemba-
gakan struktur-struktur, institusi-institusi, dan
;rosedur—prosedur demokrasi di atas penerimaan
prinsip Bineka Tunggal Tka (diversity in unity),
paling sedikit pada tingkat pemaknaan negatif,
<udah dapat kita temukan di dalam luasnya kesa-
iaran masyarakat akan besarnya ancaman dis-
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integrasi nasional jikalau eskalasi konflik-konflik
yang terjadi diantara kekuatan-kekuatan politik
saat ini tidak segera dapat dikendalikan. Lebih
dan itu, pada tingkat ekspresinya yang positif,
lambat atau cepat pembangunan dan pelemba-
gaan struktur-struktur, institusi-institusi, dan
prosedur—prosedur demokrasi diharapkan akan
terjadi ketika kekuatan-kekuatan politik yang kini
saling bersaing untuk memperoleh kemenangan-
kemenangan politik di tengah ketidakpastian
yangdi timbulkan oleh gerakan reformasi telah ke-
habisan energi: ketika kekuatankekuatan konser-
vatif akan “menyerah” oleh Kalkulasi-kalkulasi
rasional bahwa upaya-upaya untuk memper:
tahankan “status quo” hanya skan menyebabkan
mereka semakinbanyak kehilangan pendukung,
sementara kekuatan-kekuatan radikal di dalam
gerakan reformasi akan menerima * kompromi”
diatas perhitunganbahwa sejarah telah berpihak
kepada mereka dan bahwa langkah kompromi
merupakan investasi bagi kemenangan-keme-
nangan politik yang lebih besar di masa-masa
yang akan datang.Syarat paling penting yang
belum kita miliki pada tingkat aktual saat ini
adalah kemampuan masyarakat kifa untuk me-
nerima demokrasi sebagai suatu norma, sebagai
suatu kebudayaan; sebagail suatu norma atau
kebudayaan yang tidak hanya mengabsyahkan
persaingan untuk memperoleh kekuasaan, akan
tetapi juga menyiapkan semua kelompok politik
untuk melakukan persaingan dengan jujur, dan
lebih dan itu untuk perlapang dada menerima
kekalahan. Rustow menyebutnya sebagai suatu
“habituasi”, ketika di seberang keputusan untuk
menerima struktur-struktur, institusi—institusi,
dan prosedur-prosedur demokrasi semua keku-
atan politik yang saling bersaing harus membi-
asakan din dengan semua itu: ketika mereka
terpaksa harus hidup dengan semua itu. Jikalau
oleh karena kuatnya kecurigaan timbal-balik di
antara kekuatan-kekuatan politik yang saling
persaing untuk memperoleh keuntungan-keun-
tungan istimewa dari ketidakpastian situasi
politik saat ml, keputusan itu memang masih
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Kapan dan dan mana transisi
demokratis harus dimulai? Siapa yang
pertama kali harus mengambil inisiatif,

sesudah selama lebih dan tiga
dasawarsa pemerintahan Orde Baru kita
telah terlalu jauh membangun dan
melembagakan keangkuhan dan
arogansi cara kita b litik?

belum menjadi pilihan aktual mereka, akan tetapi
lambat atau cepat keputusan itu akan semakin
menjadi pertaruhan dan kepentingan semua ke-
kuatan bangsa. Habituasi akan terjadi ketika
peruahan-peruahan berikut terjadi. Pertama,
ketika semua kekuatan politik, melalui koalisi
atau persaingan, merasa memiliki akses pada
proses politik. Kedua, ketika semua kekuatan
politik mulai dapat menyaksikan bagaimana
banyak masalah mulai dapat diselesaikan melalui
bekerjanya struktur-struktur, institusi-institusi,
dan prosedur-prosedur demokrasi. Ketiga, yang
lebih penting, ketika baik politisi maupun massa
rakyat semakin terlibat di dalam proses politik.

Semua itu barangkali memang masih harus
diuji kesahihannya. Mengingat demikian kokoh-
nya bangunan otoriterianisme sistem politik Orde
Baru yang sudah tertanam selama waktu yang
sangat panjang, bukan hanya di dalam pemba-
ngunan dan pelembagaan struktur-struktur,
institusi-institusi, dan prosedur-prosedur politik
yang diciptakannya, akan tetapi juga di dalam
kebudayaan dan kepribadian politik masyarakat
yang dihasilkannya, beberapa pertanyaan berikut
perlu dijelaskan. Kapan dan dan mana transisi
demokratis harus dimulai? Siapa yang pertama
kali harus mengambil inisiatif, sesudah selama
lebih dan tiga dasawarsa pemerintahan Orde Baru
kita telah terlalu jauh membangun dan melemba-
gakan keangkuhan dan arogansi cara kita ber-
politik? Dari mana kita harus membangun ke-
siapan dan kesediaan semua kekuatan politik
untuk menerima hadirnya struktur-struktur,
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institusi-institusi, dan prosedurprosedur politik
yang demockratis tanpa harus ada yang merasa
kehilangan muka? Berikut adala apa yang saya
lihat mengenai semua itu.

Terhadap pertanyaan yang pertama tentang
kapan dan dan mana transisi demokratis harus
dimulai, saya melihat jawabnya tidak dapat lain
kecuali harus dimulai dan reformasi politik yang
total, termasuk di dalamnya reformasi birokrasi,
melalui penyelenggaraan Pemilu yang benar-
benar jujur, adil, bebas dan transparan. Artinya,
ia harus dimulai dan perombakan dan pembong-
karan total struktur-struktur, institusi-institusi,
dan prosedur-prosedur politik Orde Baru yang
terpusat dan otoriterian, dan menggantikan
semua itu dengan pembangunan dan pelemba-
gaan struktur-struktur, institusi-institusi, dan
prosedur-prosedur politik yang Iebih demokratis.
Ia harus dimulai dan penyelenggaraan Pemilu
yang jujur, adil, bebas dan transparan, oleh karena
hanya melalui penyelenggaraan Pemilu yang
demikian suatu pemerintahan yang “legitimate”
dapat diharapkan, dan kepentingan semua keku-
atan politik yang saling bersaing dapat diper-
taruhkan.

Di dalam penyajian tema pembicaraan yang
lain tentang reformasi politik dan reformasi
birokrasi, bagaimana semua itu harus diwujud-
kan sudah sangat jelas dikemukakan. Penyajian
ini hanya ingin menegaskan tentang dua hal
berikut. Pertama, bahwa reformasi politik
pertama kali harus dimulai dan demistifikasi
anggapan yang selama ini kita anut bahwa sistem
politik kita tidak menganut asas “trias politika”:
bahwa kita hanya menganut asas “pembagian”
kekuasaan, dan bukan “pemisahan” kekuasaan.
Tindakan itu harus kita lakukan mengingat
sumber paling dalam dari bencana yang sedang
kita alami pada tingkat politik sebenarnya berakar
di dalam penolakan asas “trias politika” dalam
kehidupan politik kita selama ini. Kedua, bahwa
reformasi politik juga harus berarti reformasi
birokrasi, untuk menjadikannya sebagai institusi
yang benar-benar mengabdi pada kepentingan
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rakyat dan membebaskannya dari kemungkinan
menjadi instrumen dari kepentingan penguasa
negara. Alasannya sangat jelas: hanya dengan
demikian jaminan bagi perlindungan kepentingan
masyarakat luas dan kemungkinan penyalah-
gunaan kekuasaan oleh pemegang kekuasaan

negara dimungkinkan.
Terhadap pertanyaan
kedua tentang siapa yang

harus memulainya, jawab-  /€19garakan Pemilu yang sah di
mata semua kekuatan politik

olitik baru sebaliknya akan membawa

bencana timbulnya penolakan
terhadap pembentukan peme-
rintahan baru dan kebijakan-
kebijakan yang dilakukannya

nya jelas bukan kekuatan-
kekuatan politik

yang selama ini, dan
sampai saat ini, berada di
luar pusat kekuasan. Seka-
lipun mereka kini memi-
liki kekuatan besar untuk
membentuk wacana pu-
blik, mereka tidak memiliki kontrol atas kepu-
tusan-keputusan publik. Inisiatif sebaliknya harus
dilakukan oleh kekuatan-kekuatan konservatif
pendukung “staus quo”, dan yang nota bene saat
ini menguasai pusat-pusat kekuasaan di dalam
tubuh pemerintahan, bukan saja oleh karena
merekalah yang selama ini dan sampai saat ini
memiliki kontrol atas pengambilan keputusan-
keputusan publik, akan tetapi juga oleh karena
merekalah yang sesungguhnya memiliki taruhan
dan kepentingan paling besar jikalau mereka
tidak menghendaki semakin tergilas oleh
kekuatan reformasi. Kegagalan untuk melaku-
kannya akan mengakibatkan mereka akan me-
nanggung kerugian lebih besar ditinggalkan oleh
para pendukung mereka.

Tentang dan mana keputusan harus dimulai,
ia harus dimulai dan penyelenggaraan Pemilu
yang benar-benar jujur, adil, bebas, dan trans-
paran. Hanya melalui penyelenggaraan Pemilu
yang jujur, adil, bebas dan transparan pemba-
ngunan pemerintahan yang “legitimate.” di-
mungkinkan, dan dengan demikian pemba-
ngunan dan pelembagaan struktur-struktur,
institusi-institusi, dan prosedur-prosedur politik
vang demokratis dapat dilakukan. Kegagalan
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untuk menyelenggarakan Pemilu yang sah di
mata semua kekuatan politik sebaliknya akan
membawa bencana timbulnya penolakan ter-
hadap pembentukan pemerintahan baru dan
kebijakan-kebijakan yang dilakukannya. Semakin
maraknya tindak kekerasan dan kerusuhan
massal akan merupakan
tanggapan masyarakat
yang tidak dapat dihin-
darkan, dan resiko refor-
masi akan berbelok arah
menuju kembalinya oto-
riterianisme baru yang
lebih keras tidak akan
dapat ditolak. Sayangnva,
oleh runtuhnya hampir
seluruh sendi kehidupan
sosial, kultural, ekonomi
dan politik sebagai buah dan otoriterianisme
sistem politik Orde Baru selama lebih dan tiga
dasawarsa telah membuat kepercayaan masya-
rakat terhadap pemerintah telah jatuh ke titik
yang sangat rendah, sehingga cacat yang betapa
pun kecilnya di dalam penyelenggaraan Pemilu
yang akan datang akan dapat menimbulkan peno-
lakan masyarakat atas keabsahan pemerintahan
yang dihasilkannya.

Membangun Kembali Pluralisme,
Lokalisme, dan Komunitas

Semua itu, mengisyaratkan bahwa meskipun
sebagian besar syarat-syarat bagi aktualisasinya
sudah tersedia, solusi transisi demokratis ternyata
tidak akan mudah diraih kecuali jikalau sejumlah
prakondisi berikut juga dipenuhi. Sayangnya,
oleh rumitnya sumber dan krisis nasional yang
sedang kita alami saat ini, aktualisasinya ternyata
menuntut terlalu banyak prakondisi yang lebih
dahulu harus dipenuhi. Di antara yang banyak
itu, empat hal berikut harus memperoleh perha-
tian dan penanganan yang serius: (1) penemuan
kembali pluralisme; (2) kebangkitan kembali
lokalisme; (3) pembangunan kembali komunitas
politik; dan (4) kelahiran kembali sistem keke-




rabatan yang nyaris mati digantikan oleh me-

luasnya materialisme dan individualisme. Semua-

nya sangat esensial untuk membangun kembali
sikap atau kualitas “moral austerity” yang kini
sudah hilang dan kehidupan sosial kita, dan yang
pada gilirannya sangat diperlukan untuk mem-
bangun kembali “kesetiakawanan” atau “solida-
ritas sosial” yang saat ini sudah merosot ke titik
yang sangat rendah untuk menyelesaikan krisis
nasional yang sedang kita hadapi saat ini.
Pluralisme mengandung elemen kemanu-
siaan semua orang untuk tidak hanya berpikir
tentang dirinya dan tentang kelompoknya sendiri,
akan tetapi juga tentang orang-orang dan ke-
lompok-kelompok lain. Pengungkapannya yang
paling penting dapat kita temukan di dalam
empat elemen berikut: (1) otonomi fungsional; (2)
desentralisasi; (3) hirarkhi; dan (4) tradisi.
Yang pertama dapat dikenali di dalam ke-
mampuan tiap fungsi dan suatu tertib sosial atau
masyarakat untuk bekerja dengan kebebasan
yang maksimum untuk mencapai tujuan-
tujuannya, yang oleh para ahli seringkali dilihat
sebagai prasyarat bagi eksistensi suatu masya-
rakat madani atau masyarakat kewargaan (civil
society). Elemen pluralisme yang kedua, desen-
tralisasi, menyangkut tuntutan distribusi dan
devolusi kekuasaan negara ke dalam tangan se-
banyak mungkin aktor dari suatu tertib sosial,
suatu komunitas politik. Tanpanya otonomi fung-
sional, lokalisme dan regionalisme bahkan tidak
rasional bagi eksistensinya. Dalam pada itu, eksis-
tensi setiap tertib sosial bukan hanya menuntut
otonomi fungsional akan tetapi juga pengakuan
dan penerimaan yang jujur akan pentingnya per-
bedaan hirarkhi di antara berbagai aktor dan
fungsi yang mereka miliki. ltulah elemen plura-
lisme yang ketiga yang harus dimiliki oleh suatu
tertib sosial atau masyarakat, yang ketiadaannya
akan menjadi ancaman bagi integrasi sosial diri-
nya. Elemen pluralisme yang terakhir, meliputi
kebiasaan-kebiasaan dan “cara-cara hidup masya-
rakat” (folkways), tidak perlu diragukan meru-
pakan mekanisme proteksi dan kelestarian setiap
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tertib sosial. Adalah hilang dan matinya semua
itu sebaga akibat praktik-praktik sistem politik
Orde baru yang otoriterian dan korporatis telah
menyebabkan kita kehilangan kemampuan untuk
menghadapi krisis nasional yang sedang kita
alami saat ini. Kesembuhan kita kembali dari
kelemahan semua itu sebaliknya merupakan pra-
syarat bagi solusi kita keluar dan situasi krisis
yang sedang kita alami saat ini.

Kebangkitan kembali lokalisme, bersama-
sama dengan penguatan kembali ikatan kekera-
batan dan komunitas ketetanggaan, merupakan
prakondisi kedua bagi efektivitas solusi alternatif
yang kita perlukan untuk keluar dari situ situasi
krisis yang sedang kita alami. Kebangkitan kem-
bali lokalisme juga memiliki ekspresinya di dalam
penguatan kembali sendi-sendi kehidupan pede-
saan yang, oleh pelaksanaan program-program
pembangunan yang “bias kota” (Lipton, 1975)
sepanjang pemerintahan Orde Baru, benar-benar
telah mengalami kehancuran (rural breakdown).
Restorasinya, terutama melalui desentralisasi
program-program pembangunan di bawah du-
kungan devolusi kekuasaan negara kepada se-
banyak mungkin tangan aktor komunitas politik,
perlu terus-menerus dilakukan untuk memba-
ngun kemampuan masyarakat dan ekonomi In-
donesia menghadapi setiap tekanan kekuatan
yang mengancam eksistensi dan kelestariannya.
Banyak di antara indikasinya bahkan sudah kita
saksikan dan ketahanan dan kemampuan masya-
rakat dan ekonomi pedesaan kita menghadapi
situasi krisis nasional yang sedang kita hadapi
saat ini.

Prakondisi ketiga yang diperlukan bagi aktu-
alisasi solusi transisi demokratis, adalah pene-
muan kembali komunitas; atau, meminjam
terminologi Nisbet (Ibid., hal.: 241), kita dapat
menyebutnya sebagai penemuan kembali kehi-
dupan sosial (the rediscovery of the social). Jikalau
di dalam konteks masyarakat modern Nisbet
menyatakan bahwa kehidupan masyarakat mod-
ern harus diselamatkan dan kekuasaan monolitik
negara, dan dekadensi kebudayaan, dan dari me-
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luasnya peperangan, kekacauan, dan penjarahan

melalui restorasi inisiatif yang muncul dan ke-
lompok, komunitas ketetan ggaan, lokalitas, orga-
nisasi-organisasi sukarela dan lembaga-lemba ga
swadaya masyarakat, solusi dan krisis nasional
yang sedang kita hadapi saat ini juga harus kita
temukan di dalam kebangkitan kembali komu-
nitas kita yang pada waktu yang tidak terlalu jauh
di dalam sejarah masa silam kita sebagai bangsa
masih hidup subur. Yang pertama harus kita
lakukan untuk itu adalah melakukan identifikasi
atas fungsi-fungsi, proses-proses, dan keanggota-
anmasyarakat yang tidak berada di dalam kawas-
an negara, dan di seberang itu kita harus melin-
dungi semua itu dari intervensi negara dan biro-
krasi. Yang terakhir dapat dimulai dan pengha-
pusan semua bentuk organisasi korporatis yan g
selama ini dipergunakan oleh penguasa Orde
Baru sebagai instrumen rekrutmen elit dan legiti-
masi kekuasaan negara. Di seberang semua itu,
semua bentuk organisasi transpolitik dan para-
militeristik secara bertahap juga harus diha-
puskan.

Kelahiran kembali sistem kekerabatan, seba-
gai prakondisi bagi aktualisasi solusi transisi
demokratis yang keempat, barangkali merupakan
vang paling penting akan tetapi juga yang paling
sulit dilakukan. Sumbangannya bagi pembentuk-
an dan pelestarian tertib sosial tidak dapat dira-
gukan: ia merupakan tempat di mana perasaan
keanggotaan di dalam dan kesinambunan tertib
sosial yang pertama dan paling dasar; sementara
pada saat yang sama, ia juga merupakan sumber
dorongan perkembangan individu yang paling
kuat.

Untuk menunjukkan betapa pelik dan pro-
blematisnya pilihan solusi transisi demokratis
untuk membawa kita keluar dari krisis multifaset
dan multilevel yang sedang kita hadapi saat ini,
perkenankan saya menutup seluruh penyajian ini
dengan mengutip dan menekankan argumen
Nisbet (Ibid., hal.: ) bahwa suatu pemerintahan
boleh jadi secara “nominal” memang sudah
demokratis, akan tetapi secara “substansial” ia
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tidak mungkin sungguh-sungguh merupakan
suatu pemerintahan yang demokratis jikalau
kekuasaan negara terlalu jauh merasuki semua
iklim kehid upan sosial, moral, ekonomi, dan inte-
lektual. Sebaliknya, suatu sistem monarkhis yang
menghormati eksistensi dan kebebasan institusi-
institusi sosial yang lain dapat saja merupakan
sebuah pemerintahan yang “membebaskan” dan
“mencerahkan”. Apa arti semua itu? Maknanya
adalah bahwa semua upaya reformasi hukum,
politik, dan ekonomi, betapa pun tinggi sofistika-
sinya, tidak mungkin menawarkan solusi transisi
demokratis untuk mengatasi krisis nasional yang
sedang kita alami saat ini, kecuali pada saat yang
sama berhasil membangun kembali akar-akar
kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang
selama lebih dari tiga dasawarsa nyaris mati oleh
korporatisi semua organisasi sosial, kultural,
ekonomi dan politik. Di dalam ungkapan Johan
Galtung dan Dahrendorf, semua upaya reformasi
macam apa pun tidak akan menghasilkan solusi
transisi demokratis, kecuali pada saat yang sama
ia juga berhasil pembangunan kombinasi yang
luluh antara hubungan-hubungan sosial “beta”
dan “alpha” (Galtung, 1996); dan/atau berkem-
bangnya keseimbangan yang beradab (civilized
balance) antara penciptaan kemakmuran, kohesi
sosial, dan kebebasan politik (Dahrendorf, 1996).
Maknanya yang lain adalah ini. Kita pernah
memiliki suatu sistem politik yang di tingkat
formal memiliki semua perangkat struktur, insti-
tusi, dan prosedur demokrasi, akan tetapi semua
itu hanya merupakan kamuflase dari penyeleng-
garaan suatu sistem politik yang otoriterian: suatu
sistem politik yang penuh dengan tipu muslihat,
yang menisthakan kedaulatan rakyat, dan yang
merendahkan hak-hak politik rakyat dan hak-hak
asasi manusia. Reformasi politik dan reformasi
birokrasi yang kita perlukan, oleh karenanya, jelas
bukan reformasi politik dan reformasi birokrasi
“salon” melainkan reformasi yang menjamin ke-
daulatan sungguh-sungguh berada di tangan
rakyat. Pada saat yang sama, kita percaya bahwa
suatu sistem pemerintahan yang bersifat mo-
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narkhis, kendati dapat saja memberikan penghor-
matan dan kebebasan bagi perkembangan dan
pertumbuhan institusi-institusi sosial di luar
institusi negara, dan dengan demikian dapat saja
menjadi sebuah pemerintahan yang demokratis,
akan tetapi mengharapkan kehadirannya sebagal
solusi dan kemelut nasional yang sedang kita
hadapi saat ini jelas hanya merupakan sebuah
mimpi. Singkat kata, reformasi politik dan
birokrasi yang kita perlukan saat ini adalah suatu
reformasi yang harus menjamin hadirnya sebuah
pemerintahan yang, baik di dalam bentuk dan
isinya, merupakan suatu sistem pemerintahan
yang demokratis: suatu sistem pemerintahan
yang bukan berdiri kokoh di atas sebuah keku-
asaan absolut melainkan di atas pembangunan
dan pelembagaan kedaulatan rakyat. Di atas
sistem pemerintahan seperti itu pulalah, integrasi
nasional yang kita dambakan ingin kita bangun
dan kita lembagakan; bukan suatu integrasi
nasional yang berdiri kokoh di atas bekerjanya
sistem keamanan nasional, melainkan di atas
kombinasi yang luluh antara pencapaian per-
tumbtihan ekonomi dan perlindungan atas kepen-
tingan masyarakat kelas pekerja dan penduduk
miskin.
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